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KESEPAKATAN DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dwi Putri Mayada
ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Siapakah yang berhak
menentukan besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan
umum serta bagaimana kedudukan musyawarah dalam menentukan besaran ganti
rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca undang-undang cipta
kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan
perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan
dengan permasalahan yang diangkat.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini bahwa: Pertama, orang yang berhak
menentukan besaran ganti kerugian adalah penilai pertanahan, Penilai merupakan
orang perseorangan seseorang yang melakukan penilaian secara independen dan
profesional yang juga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian
yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian dan telah mendapat
izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara lainnya. Kedua, tentang kedudukan musyawarah dalam
menentukan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
pasca undang undang cipta kerja hingga saat ini masih tetap menjadi dasar dalam
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena prinsip yang
mendasari pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum adalah
Prinsip Kesepakatan sehingga musyawarah di dalam penentuan bentuk atau
besarnya ganti kerugian sangat diperlukan.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, Undang-Undang Cipta
Kerja, Penilai Pertanahan, Kedudukan Musyawarah
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RINGKASAN

KESEPAKATAN DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Orang yang menentukan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah disebut
dengan Penilai. Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2023 Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai Publik
yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang agrarian atau pertanahan dan tata ruang untuk menghitung
nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan
Umum atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang. Dalam proses penetapan
bentuk dan besaran ganti kerugian ada yang namanya musyawarah atau proses
komunikasi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
karena tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan pihak
atau instansi pemerintah yang memerlukan tanah maka pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum akan sulit terealisasi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Sebagai penelitian kepustakaan
ataupun studi dokumen disebabkan karena penelitian ini lebih banyak
menggunakan bahan sekunder yaitu mengkaji bahan-bahan hukum yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Orang yang berhak menentukan besaran ganti kerugian adalah penilai
pertanahan, Penilai merupakan orang perseorangan seseorang yang melakukan
penilaian secara independen dan profesional yang juga memiliki kompetensi
dalam melakukan kegiatan penilaian yang sekurang-kurangnya telah lulus
pendidikan awal penilaian dan telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara
lainnya

2. Tentang kedudukan musyawarah dalam menentukan besaran ganti rugi dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca undang undang cipta kerja
hingga saat ini masih tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum karena prinsip yang mendasari pengadaan tanah untuk
pembangunan demi kepentingan umum adalah Prinsip Kesepakatan sehingga
musyawarah di dalam penentuan bentuk atau besarnya ganti kerugian sangat
diperlukan.
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